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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

perangkat daerah  untuk periode satu tahun. Sebagai suatu 

dokumen resmi rencana kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat 

Daerah mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani 

antara perencanaan strategis Renstra  Perangkat Daerah dengan 

perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Renja 

Perangkat Daerah secara umum mempunyai nilai penting, antara 

lain: digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai 

dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD 

Propinsi dan APBN 

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Renstra PD; 

2. Menjadi dokumen Rencana Kerja OPD, berupa 

program/kegiatan/sub kegiatan OPD; 

3. Mewujudkan keselarasan program, kegiatan dan sub 

kegiatan  dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra PD; 

4. Digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan 

dibiayai APBD Propinsi dan APBN; 

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 

Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026, sedangkan Renstra RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 

2026 sehingga Renja PD tahun 2023 dengan memperhatikan dan 

mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 serta hasil 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.  

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Rencana Kerja RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Tahun 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO TAHUN LALU 

 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan 

Capaian Renstra (OPD) Periode 2021 - 2026 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam  Negeri nomor 86 

tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

RPJMD dan RKPD, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil 

evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan hasil evaluasi 

Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. 

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra 

Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara 

program, kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang 

disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan 

Renstra Perangkat Daerah. 

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, 

penyusunan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada 

hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna 

memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan 

baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran 

Renstra perangkat daerah. Indikator kinerja RSUD dr. Soediran 

Mangun Sumarso selama lima tahun mengacu pada tujuan dan 

sasaran strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam 

Renstra RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 2016-2021.  

Capaian kinerja RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso untuk 

sasaran I yaitu rata-rata capaian standar pelayanan minimal (SPM) 

pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan 

dengan capaian tahun 2021 sebesar 95.09% dan pada tahun 2020 

tercapai 95.51%. Capaian kinerja pada sasaran ini belum 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 10 

Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

Tahun 2020-2024. 

Untuk melaksanakan visi Presiden terpilih 2020-2024 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian, berlandaskan gotong royong”, Kementerian 

Kesehatan menjabarkan visi tersebut di bidang kesehatan yaitu 

menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan 

berkeadilan. Sedangkan misi Kementerian Kesehatan yaitu : 

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau 

seluruh penduduk Indonesia 

2. Memberdayakan masyarakan dan mengarusutamakan 

pembangunan kesehatan 

3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu 

sumberdaya kesehatan 

4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan 

inovatif. 

Kementerian Kesehatan juga menetapkan 5 (lima) tujuan 

strategis guna mewujudkan misi Presiden dalam bidang kesehatan 

Tahun 2020-2024 yakni 

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui 

pendekatan siklus hidup 

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan  

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan 

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

4. Peningkatan sumber daya kesehatan. 

Potensi dan permasalah yang dihadapi oleh Kementerian 

Kesehatan adalah  

1. Upaya kesehatan (Kesehatan Ibu dan Bayi) 

2. Gizi masyarakat 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau 

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan 

kebijakan yang telah ditentukan dalam cascading RSUD dr. Soediran 

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri untuk pencapaian tujuan Tahun 

2021-2026, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso melaksanakan 

program yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah. 

Rencana Kerja RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Tahun 2023 

menjabarkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp 158.536.309.928,- dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

yang mendukung upaya tercapainya sasaran meningkatnya kinerja 

RSUD. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 subkegiatan 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 

rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp 41.315.651.488-, yang 

digunakan dalam subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan 

ASN sejumlah 443 orang. 

b. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 

rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp 257.905.440,- dengan 

subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu 

untuk pembayaran iuran kesehatan tenaga Non ASN sebanyak 

279 orang. 

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat sebagai upaya untuk mencapai sasaran 

meningkatnya kkualitas pelayanan kesehatan rujukan. Program ini 

dilaksanakan melalui 2 kegiatan dengan 3 subkegiatan didalamnya 

yaitu : 

a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan total 
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BAB V 

PENUTUP 
 

 

Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2023. 

Penyusunan Renja Tahun 2023 lebih bersifat operasional sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk 

mewujudkan sasaran  guna  mencapai  tujuan  dan misi sehingga visi 

yang  telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh 

peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran 

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.  

Selanjutnya Rencana Kerja akan menjadi pedoman penyusunan 

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri tahun 2023.    

A. Catatan Penting 

Dokumen perencanaan tahun 2023 utamanya RKPD 2023 

yang menjadi pedoman penyusunan Renja PD 2023 sangat 

dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19.  

Hal tersebut mengakibatkan bergesernya beberapa capaian 

indikator dan tingkat pendapatan RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso. Akibatnya ada beberapa kegiatan yang harus dikurangi 

volumenya karena memang secara pelaksanaan memang sudah 

tidak memungkinkan lagi dan juga karena keterbatasan anggaran 

sehingga harus dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas. 

Untuk kegiatan yang ketersediaan anggaran belum mencukupi 

diperlukan inovasi dan kolaborasi antar bidang supaya output 

kegiatan tetap tercapai.   

Dengan diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) dengan BPJS sebagai penyelenggaranya dan pemberlakuan 

pasar bebas Asia Pasifik sejak tahun 2015 dan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA), maka RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri dengan sepenuh hati dan segenap 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

perangkat daerah  untuk periode satu tahun. Sebagai suatu 

dokumen resmi rencana kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat 

Daerah mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani 

antara perencanaan strategis Renstra  Perangkat Daerah dengan 

perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Renja 

Perangkat Daerah secara umum mempunyai nilai penting, antara 

lain: digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai 

dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD 

Propinsi dan APBN 

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Renstra PD; 

2. Menjadi dokumen Rencana Kerja OPD, berupa 

program/kegiatan/sub kegiatan OPD; 

3. Mewujudkan keselarasan program, kegiatan dan sub 

kegiatan  dan sinkronisasi pencapaian sasaran Renstra PD; 

4. Digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan 

dibiayai APBD Propinsi dan APBN; 

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 

Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026, sedangkan Renstra RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 

2026 sehingga Renja PD tahun 2023 dengan memperhatikan dan 

mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 serta hasil 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.  

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Rencana Kerja RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Tahun 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO TAHUN LALU 

 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan 

Capaian Renstra (OPD) Periode 2021 - 2026 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam  Negeri nomor 86 

tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

RPJMD dan RKPD, bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil 

evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan hasil evaluasi 

Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. 

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra 

Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara 

program, kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang 

disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan 

Renstra Perangkat Daerah. 

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, 

penyusunan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada 

hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna 

memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan 

baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran 

Renstra perangkat daerah. Indikator kinerja RSUD dr. Soediran 

Mangun Sumarso selama lima tahun mengacu pada tujuan dan 

sasaran strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam 

Renstra RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 2016-2021.  

Capaian kinerja RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso untuk 

sasaran I yaitu rata-rata capaian standar pelayanan minimal (SPM) 

pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan 

dengan capaian tahun 2021 sebesar 95.09% dan pada tahun 2020 

tercapai 95.51%. Capaian kinerja pada sasaran ini belum 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 10 

Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

Tahun 2020-2024. 

Untuk melaksanakan visi Presiden terpilih 2020-2024 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian, berlandaskan gotong royong”, Kementerian 

Kesehatan menjabarkan visi tersebut di bidang kesehatan yaitu 

menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan 

berkeadilan. Sedangkan misi Kementerian Kesehatan yaitu : 

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau 

seluruh penduduk Indonesia 

2. Memberdayakan masyarakan dan mengarusutamakan 

pembangunan kesehatan 

3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu 

sumberdaya kesehatan 

4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan 

inovatif. 

Kementerian Kesehatan juga menetapkan 5 (lima) tujuan 

strategis guna mewujudkan misi Presiden dalam bidang kesehatan 

Tahun 2020-2024 yakni 

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui 

pendekatan siklus hidup 

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan  

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan 

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

4. Peningkatan sumber daya kesehatan. 

Potensi dan permasalah yang dihadapi oleh Kementerian 

Kesehatan adalah  

1. Upaya kesehatan (Kesehatan Ibu dan Bayi) 

2. Gizi masyarakat 




